
 
 

 
 
 

BUPATI TANAH BUMBU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR  41  TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH BUMBU, 

 
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Kebijakan Akuntasi Pemerintahan; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3265); 

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

 



 

 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan daerah 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana 



 

 

Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 

2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu Tahun 2018 Nomor 13); 

16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62); 

17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 

tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-

unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 

2017 Nomor 20); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 

Bupati Tanah Bumbu. 

 

 

4. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran 



 

 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian 

keuangan penginterprestasian atas hasilnya, serta 

penyajian laporan. 

5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah selanjutnya 

disebut Kebijakan Akuntansi adalah dasar-dasar, 

peraturan dan aplikasi yang digunakan dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah 

Daerah.  

6. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi adalah 

prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan 

pengembangan Akuntansi Pemerintah Daerah dan  

merupakan rujukan penting bagi penyusun laporan 

keuangan dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas 

sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam   

Akuntansi Pemerintah Daerah. 

7. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri 

atas satu atau  lebih  entitas  akuntansi  yang  menurut  

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa  

laporan  keuangan. 

8. Entitas  akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 

anggaran/penggunabarang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan   akuntansi   dan   menyusun laporan 

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna 

barang. 

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah 

pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala 

SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah. 

12. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai bendahara umum daerah. 

13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala 

Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah 

dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah. 

14. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah adalah SKPD/unit kerja pada 



 

 

SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah   yang   dibentuk   

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam    

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktivitas. 

 

BAB II 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 2 

 
Materi muatan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Kebijakan 

Akuntansi Berbasis Akrual (accrual basis) meliputi:  

a. kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah 

Daerah; 

b. kebijakan penyajian laporan keuangan; 

c. kebijakan akuntansi laporan operasional; 

d. kebijakan akuntansi laporan realisasi anggaran; 

e. kebijakan akuntansi arus kas; 

f. kebijakan akuntansi calk; 

g. kebijakan akuntansi kas; 

h. kebijakan akuntansi piutang; 

i. kebijakan akuntansi persediaan; 

j. kebijakan akuntansi investasi; 

k. kebijakan akuntansi dana bergulir; 

l. kebijakan akuntansi asset tetap; 

m. kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; 

n. kebijakan akuntansi asset tak berwujud; 

o. kebijakan akuntansi kewajiban; 

p. kebijakan akuntansi pendapatan; 

q. kebijakan akuntansi belanja; 

r. kebijakan akuntansi pembiayaan; 

s. kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan 

akuntansi dan peristiwa luar biasa; dan  

t. kebijakan laporan keuangan konsolidasi. 

 

  Pasal 3 
 

Materi muatan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 2 tercantum pada Lampiran I sampai dengan 

lampiran Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 
 

 
 



 

 

BAB III 
PENUTUP 

 
Pasal 4 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu 
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 
34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Tanah Bumbu Nomor  37 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah 

Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 
Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 
    Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.  

 
 

Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal 10 Desember 202023 

BUPATI TANAH BUMBU, 

 
          ttd 

 

H.  SUDIAN NOOR 
 

Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 10 Desember 202023 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 

      ttd 

H. AMBO SAKKA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 41 

 
 

 
 
 

 


